
Nomor 9 Tahun 2015 t ntang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia 

dengan Undang-Undang diubah beberapa kali 

Negara Republik Indone ia Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 

5243); 
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No or 5587), sebagaimana telah 

rundang-undangan (Lembaran Pembentukan Peraturan 

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-D erah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Norn r 42); 
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam geri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyar tan Desa dan Lembaga Adat 
Desa, perlu menetapkan Per turan Bupati tentang Pedoman 
Pembentukan Lembaga Kema yarakatan Kelurahan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA G MAHA ESA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI W NOGIRI 
NO MOR 35 TAHUN 2019 

BUPATI WONOGI 
PROVINS! JAWA TE GAH 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KE SYARAKATAN KELURAHAN 
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Wonogiri. 
3. Bupati adalah Bupati on gm. 

4. Kelurahan adalah bagian · ayah dari kecamatan sebagai 
perangkat kecamatan. 

5. Lurah adalah Kepala Kelur an. 
6. Lembaga Kemasyarakabn adalah lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra dalam memberdayakan 

masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten 

Dalam Peraturan Bupati ini y g dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten 
2. Pemerintah Daerah ad 

UMUM 

PERATURAN BUPATI TENT G PEDOMAN PEMBENTUKAN 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN. 

MEMUTUSKAN 

2016 tentang Pembentukan an Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wonogiri (Lembar Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2016 Nomor 22, ambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 1 

6.Peraturan Daerah Kabupat Wonogiri Nomor 13 Tahun 

tentang Lembaga Kernasyar atan Desa Dan Lembaga Adat 
Desa (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2018 Nomor 

569); 

geri Nomor 18 Tahun 2018 

Tahun 2015 Nomor 58, ambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 56 9); 

4.Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Neg a Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambah Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

5.Peraturan Menteri Dal~ 

Menetapkan 
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sebagai fasilitator, 
gendali dan penggerak pada 

pemerintahan untuk 
berdayaan dan Kesejahteraan 

kemasyarakatan, yang 
perencana, pelaksana, p 
masing-masing 
terlaksananya program Pe 
Keluarga di Kelurahan. 

Pemberdayaan dan Kesej teraan Keluarga. 
12. Tim Penggerak Pemberday an dan Kesejahteraan Keluarga 

Kelurahan, yang selanju ya disebut TP PKK Kelurahan I 

adalah mitra kerja dan organisasi 

program 

mandiri. 
11. Tim Penggerak dan Kesejahteraan 

Keluarga, yang selanjutpy disingkat TP PKK adalah mitra 
kerja pemerintah dan or isasi kemasyarakatan, yang 
berfungsi sebagai perencana, pelaksana, 
pengendali dan pengger pada masing-masing tingkat 

Kesejahteraan Keluarga, yang 
an PKK adalah gerakan 

i, oleh dan un tuk masyarakat, 
motor penggeraknya menuju 

sejahtera, maju dan 

ntuk warga Kelurahan yang 
Kelurahan dalam 

pembangunan serta 
masyarakat dalam 

kemasyarakatan yang di 

bersangkutan untuk 
perencanaan dan 
menumbuhkembangkan 
pembangunan. 

10. Gerakan Pemberdayaan d 
selanjutnya disebut Ge 
nasional yang tumbuh d 
dengan perempuan sebag 
terwujudnya keluarga b 

7. Rukun Tetangga yang sel jutnya disingkat RT adalah 

Lembaga Kemasyarakatan ang dibentuk warga setempat, 

untuk memelihara dan mel starikan nilai-nilai kehidupan 

yang berdasarkan kegoton - royongan dan kekeluargaan 

serta untuk membl meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas p merintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan di Kelur meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam pe bangunan. 

8. Rukun Warga yang sel jutnya disingkat RW adalah 
Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa 
RT dalam rangka mengkoo · asikan kegiatan RT. 

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang 
selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga 
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b.RW; 

c. TP PKK Kelurahan; 
d.LPMK; 
e. Karang Taruna; dan 
f. Posyandu. 

yang an oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan erupakan mitra Lurah dalam 
memberdayakan masyarak t. 

(2) Lembaga Kemasyarakabm yang dibentuk di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) yaitu: 
a.RT; 

( 1) Lembaga Kemasyaraka adalah lembaga 

TAN KELURAHAN LEMBAGA KEMASY 

merupakan wadah penge bangan generasi muda yang 
tumbuh dan berkernbang tas dasar kesadaran dan rasa 
tanggung jawab sosial d , oleh dan untuk masyarakat 
terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau 
komunitas adat sederajat d terutama bergerak di bidang 
usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina 
dan dikembangkan oleh Ke enterian Sosial. 

15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut 
Posyandu adalah salah s tu bentuk Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya at (UKBM) yang dikelola dan 
diselenggarakan dari, untuk dan bersama 
masyarakat dalam pe yelenggaraan pembangunan 
kesehatan, guna memb rdayakan masyarakat dan 
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk 
mempercepat penurunan gka kematian ibu dan bayi. 

kewilayahan atau kegiatan. 
baga Kemasyarakatan yang 

dapat dibentuk berdasar 

14. Karang Taruna adalah 

13. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

yang selanjutnya disebut K lompok PKK adalah kelompok 

kelompok yang berada di awah TP PKK Kelurahan yang 
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menjadi RT tersendiri, kete tuan jumlah kepala keluarga 
tersebut sebagaimana dim 

tinggal di kompleks 
dapat dibentuk RT 

dengan RT yang berdekatan. 
a dimaksud pada ayat (6) 

RT baru atau pemekaran dari 
atau lebih. 

RT dapat dilakukan apabila 
memenuhi persyaratan 

dan bukan 
an sebagaimana dimaksud 

dapat berupa pembentuk 
1 (satu) RT menjadi 2 (dua) 

(5) Penghapusan/ penggabung 
dalarn 1 (satu) RT ti 
sebagaimana dimaksud 
disebabkan karena 
pada ayat (3). 

(6) Bagi penduduk yang 
perurnahan, atau yang 
tersendiri atau digabungk 

(7) Dalarn hal RT sebagaim 

an sebagaimana dimaksud 
perhatikan kondisi geografis 
entukan RT dapat dibentuk 
) kepala keluarga. 

pada ayat (2) dengan 
dan/ atau lingkungan, pe 
kurang dari 40 (empat pulu 

(1) Pembentukan RT sebagaim a dimaksud dalarn Pasal 2 
ayat (2) huruf a secara ad istrasi ditetapkan oleh Lurah 
atas usul masyarakat dan ngan memperhatikan kondisi 
lingkungannya. 

(2) Setiap RT paling sedikit t rdiri dari 40 (empat puluh) 
kepala keluarga. 

(3) Dikecualikan dari 

(3) Pembentukan Lembaga masyarakatan sebagaimana 

dirnaksud dalarn Pasal 2 ay t ( 1) dilakukan atas prakarsa 
masyarakat melalui musya 
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(1) Anggota RT mempunyai hak 
a. memperoleh pelayanan ad inistrasi dari RT setempat; 
b. mengajukan usul dan pe apat dalam musyawarah RT; 
c. memilih pengurus RT y g diwakili oleh setiap kepala 

keluarga; 
d. dalam hal kepala kelu a berhalangan, maka dapat 

mewakilkan kepada angg ta keluarganya yang telah 
memenuhi persyaratan dibuktikan dengan kartu 
keluarga; 

Bagian 
Hak dan Kewaji 

Anggota RT adalah gara Indonesia atau Warga 
Negara Asing yang terdaftar se agai penduduk pada RT yang 
bersangkutan. 

5 

etiga 
RT 

penyelenggaraan urusan pe erintahan. 
(2) RT dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai 
a. pendataan kependuduk dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 
b. pemeliharaan keamanan ketertiban dan kerukunan 

hidup antar warga; 
c. pembuatan gagasan dal pelaksanaan pembangunan 

dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 
masyarakat; dan 

d. penggerak swadaya got ng royong dan partisipasi 
masyarakat di wilayahny 

(1) RT mempunyai tugas Lurah dalam 

gsi RT 
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(1) Yang dapat dipilih 1 pengurus RT sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 7 ( 1) adalah warga dengan 

syarat-syarat sebagai ber· 

a. setia dan taat kepada ancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945; 

b. ulis huruf latin; 

8 

( 1) Susunan pengurus RT terd · dari : 

a. ketua; 

b. sekretaris; 

c. bendahara; dan 

d. bidang-bidang sesuai d ngan kebutuhan. 

(2) Masa bakti pengurus RT alah 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tanggal ditetapkan. 

(3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menjabat paling banyak 2 dua) kali masa jabatan secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk 

posisi yang sarna. 

(4) Pengurus RT dilarang mer ngkap jabatan pada Lembaga 

Kemasyarakatan lainnya an dilarang menjadi anggota 

salah satu partai politik. 

7 

elima 

sRT Pen 

e. di pilih se bagai pen gurus ; dan 

f. turut serta dalarn kegia yang dilaksanakan oleh RT. 

(2) Anggota RT mempunyai kew jiban : 

a. melaksanakan keputusan usyawarah RT dan RW; 

b. menunjang terselenggar ya tugas dan kewajiban RT 

dan RW; dan 

c. berperan aktif dalarn atan yang dilaksanakan oleh 

RTdanRW. 

(3) Ketentuan sebagaimana di aksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dapat ditarnbah dan dikurangi berdasarkan hasil 

keputusan musyawarah RT. 
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a. berhalangan tetap; 

(1) Pengurus RT berhenti kare 
a. habis masa baktinya; 

b. meninggal dunia; 
c. perrnintaan sendiri secar tertulis; 
d. pindah tempat keluar wilayah RT yang 

bersangkutan; atau 
e. telah ditetapkan Pen s RT yang baru. 

(2) Pengurus RT diberhentik sebelum selesai masa baktinya 

karena: 

10 

(3) Panitia pemilihan meneta an tata cara pemilihan ketua 

RT. 
(4) Ketua RT terpilih ditetapk dengan Keputusan Lurah. 
(5) Pembentukan pengurus R diserahkan kepada Ketua RT 

terpilih dalam forum musy warah RT. 

( 1) Pemilihan ketua RT 
pemilihan ketua RT. 

(2) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk m lalui musyawarah warga. 

· selenggarakan oleh panitia 

9 

setempat dengan ket n berstatus sebagai 

kepala keluarga. 
(3) Dalam hal kepala keluarga berhalangan, dapat diwakilkan 

kepada salah satu keluarga bersangkutan yang 

telah dewasa. 

RT adalah warga RT 

c. berumur paling sectpot 21 (dua puluh satu) tahun 

dan/atau telah menik 
d. warga RT setempat y g dibuktikan dengan Kartu 

Tanda u Kartu Keluarga; 

e. bukan sebagai Lurah, perangkat dan/atau pegawai 

Kelurahan; dan 
f. syarat-syarat lain g ditentukan oleh hasil 

keputusan musyawarah RT. 
(2) Yang dapat memilih pe 
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skan program kerja; dan 
c. menerima dan meng sahkan pertanggungjawaban 

pengurus. 
(3) Musyawarah RT terdiri d · pengurus RT dan penduduk 

dewasa anggota RT. 
(4) Tata cara musyawarah dite tukan dalam musyawarah RT. 

(1) Musyawarah RT merupak wadah permusyawaratan dan 
permufakatan tertinggi RT. 

(2) Musyawarah RT sebagairn a dimaksud pada ayat ( 1) 
berfungsi untuk : 
a. rnemilih ketua RT; 

11 

Bagian Keenarn 

· dak pidana berdasarkan 
putusan pengadilan y g telah rnempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

c. melakukan perbuatan y g bertentangan dengan norma 

adat-istiadat masyarakat etempat; atau 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8. 

(3) Pengurus RT yang berhenti ebelum selesai masa baktinya 
diganti oleh salah seorang engurus RT berdasarkan hasil 
keputusan musyawarah y g mendapat persetujuan 2/3 

(dua pertiga) kepala k luarga yang hadir dalam 
rnusyawarah tersebut s pai dengan selesai masa 
baktinya. 

(4) Pernberhentian dan ergantian pengurus RT 
sebagairnana dimaksud p (2) dan ayat (3) 

ditetapkan dengan kepu san Lurah atas usulan ketua 
RW dengan melampirkan asil keputusan musyawarah 
RT. 

b. terbukti rnelakukan 



Anggota RW adalah anggota R yang berada dalam lingkungan 

RW yang bersangkutan. 

10 

(1) RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam 

penyelenggaraan urusan p erintahan. 
(2) RW dalam tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) m mpunyai fungsi : 

a. pendataan kependuduk dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 

b. pemeliharaan keaman , ketertiban dan kerukunan 

hidup antar warga masy 

c. pembuatan gagasan dal pelaksanaan pembangunan 

dengan mengembangk aspirasi dan swadaya murni 

masyarakat; dan 

d. penggerak swadaya royong dan partisipasi 

masyarakat di wilayahny . 

Bagian Kedua 

Togas clan ngsi RW 

( 1) Pembentukan RW ana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf b secara ad istrasi ditetapkan oleh Lurah 

atas usul masyarakat rta dengan memperhatikan 

kondisi lingkungannya. 

(2) Setiap RW sekurang-kuran ya terdiri dari 2 (dua) RT. 

(3) Pembentukan RW sebag ana dimaksud pada ayat (1) 

RW baru atau pemekaran dari 

1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih. 

anRW 
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( 1) Susunan pengurus RW ter 

a. ketua; 

b. sekretaris; 

c. bendahara; dan 

d. bidang-bidang sesuai d ngan kebutuhan. 

(2) Masa bakti pengurus RW dalah 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tanggal ditetapkan. 

(3) Pengurus RW sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat 

menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara 

berturut-turut atau tid secara berturut-turut pada 

posisi yang sama. 

(4) Pengurus RW dilarang m rangkap jabatan pada Lembaga 

Kemasyarakatan lainnya an dilarang menjadi anggota 

salah satu partai politik. 

Kelima 

imaksud pada ayat ( 1} dan 

dikurangi berdasarkan hasil 

· atan yang dilaksanakan oleh 

musyawarah RW; 

ya tugas dan kewajiban RW; 

a. melaksanakan keputus 

b. menunjang 

dan 

c. berperan 

RW. 

(3) Ketentuan se bagaimana 

ayat (2) dapat ditambah d 

keputusan musyawarah R 

(1) Anggota RW mempunyai h 

a. memperoleh pelayanan a ministrasi dari RW setempat; 

b. mengajukan usul dan pe dapat dalam musyawarah RW; 

c. dipilih sebagai pengurus 

d. turut serta dalam kegia yang dilaksanakan oleh RW. 

(2) Anggota RW mempunyai ke 

15 
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(1) Pengurus RW berhenti kar na: 

a. habis masa baktinya; 

b. meninggal dunia; 

19 

(4) Ketua RW terpilih ditetapk dengan Keputusan Lurah. 

(5) Pembentukan pengurus R diserahkan kepada Ketua RW 

terpilih dalam forum musy warah RW. 

( 1} Pemilihan ketua RW 

pemilihan RW. 

(2) Panitia pemilihan ketua R sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibentuk melalui usyawarah pengurus RT. 

(3) Panitia pemilihan meneta kan tata cara pemilihan ketua 

RW. 

· selenggarakan oleh panitia 

18 

dan/ atau warga RW set mpat dengan ketentuan telah 

berstatus sebagai kepala k luarga. 

(3) Dalam hal kepala keluarg berhalangan, dapat diwakilkan 

kepada salah satu anggo keluarga bersangkutan yang 

telah dewasa. 

s RW adalah pengurus RT 

Tanda Penduduk dan/ a u Kartu Keluarga; 

e. bukan sebagai Lurah, perangkat dan/atau pegawai 
Kelurahan; dan 

f. syarat-syarat lain yang itentukan oleh hasil keputusan 

musyawarah RT. 

(2) Yang dapat memilih 

b.dapat membaca dan me 

c.berumur paling sedikit 

dan/ atau telah menikah 

d. warga RW setempat y g dibuktikan dengan Kartu 

is huruf latin; 

21 (dua puluh satu) tahun 

(1) Yang dapat dipilih i pengurus RW sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah warga dengan 

syarat-syarat sebagai be · t: 

a. setia dan ta.at kepada ancasila dan Undang-Undang 

Dasar tahun 1945; 

17 
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c. menyampaikan laporan mengenai kegiatan orgamsasi 

paling sedikit 6 (enam bulan sekali kepada anggota 

melalui musyawarah an 

d. menyampaikan kepada urah hal-hal yang terjadi dalam 

masyarakat yang ggap perlu mendapatkan 

penyelesaian oleh Peme · 

( 1) Pengurus RW bertuga 

melaksanakan : 

a. tugas pokok RW; 

b. keputusan musyawarah elurahan; 

dan berkewajiban untuk 

asal 20 

dalam musyawarah terseb t sampai dengan selesai masa 

baktinya. 

(4) Pernberhentian dan pergan ian pengurus RW sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2 d ayat (3) ditetapkan dengan 

keputusan Lurah atas us Ian pengurus RW dan/ atau 

anggota RW dengan elampirkan basil keputusan 

musyawarah RW. 

seorang pengurus RW 

musyawarah yang mendapat 

a) kepala keluarga yang hadir • 

baktinya diganti oleh 

berdasarkan basil kepuhis 

persetujuan 2/3 (dua pe · 

sebelum selesai masa 

c. permintaan sendiri secar tertulis; 

d. pindah tempat keluar wilayah RW yang 

bersangkutan; atau 

e. telah ditetapkan pen s RW yang baru. 

(2) Pengurus RW diberhentik sebelum selesai masa baktinya 

karena: 

a. berhalangan tetap; 

b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan 

putusan pengadilan g telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

c. melakukan perbuatan y g bertentangan dengan norma 

setempat; atau 

d. tidak lagi memen persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 

(3) Pengurus RW yang 
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eranggotakan unsur-unsur 

ampu dan peduli terhadap 

koordinasikan pelaksanaan memfasilitasi dan 

kegiatan Gerakan PKK di 

(2) TP PKK Kelurahan 

masyarakat yang mau, 

Gerakan PKK. 

( 1) TP PKK Kelurahan sebag · ana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf c <lib untuk menggerakkan, 

TPPKK Pemben 

dalam musyawarah 

dianggap perlu. 

(3) Musyawarah RW terdiri d · pengurus RW dan warga 

anggota RW. 

(4) Tata cara 

RW. 

hal-hal lain yang 

kan program kerja; 

an pertanggung jawaban 
b. merumuskan dan menen 

c. menerima dan menges 

pengurus;dan 

d. merumuskan dan 

(1) Musyawarah RW merupak wadah permusyawaratan dan 

permufakatan tertinggi RW. 

(2) Musyawarah RW a dimaksud pada ayat (1) 

berfungsi untuk : 

a. memilih ketua RW; 

berhubungan caran pelaksanaan tugas 

dan kemasyarakatan. 

(2) Pengurus RW berhak 

pertimbangan 

enyampaikan, memberikan 

ahan mengenai hal-hal yang 
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motivasi dalam upaya m ncapai keluarga sejahtera; 

f. mengadakan pembina dan bimbingan mengenai 
pelaksanaan program k 

p kegiatan bimbingan dan keluarga yang menc 

(1) TP PKK Kelurahan memp yai tugas: 

a. menyusun rencana kerj PKK Kelurahan, sesuai dengan 

hasil rapat konsultasi D 

b. melaksanakan kegiatan esuai jadwal yang disepakati; 

c. menyuluh dan mengger an kelompok PKK RW, PKK 

RT dan dasa wisma ag dapat mewujudkan kegiatan 

kegiatan yang telah disu un dan disepakati; 

dan mengembangkan potensi 

masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga- 

Bagi 

Togas dan 

a pimpinan lembaga yang 

pemberdayaan dan 

anggota terdiri 

membidangi 

kesejahteraan keluarga se 

(6) Pembina PKK sebagaim a dimaksud pada ayat (5) 

ditetapkan oleh Lurah. 

(7) Pembina TP PKK Kelur Lurah dengan 

(3) Keanggotaan seseorang d am TP PKK Kelurahan bersifat 

perorangan dan tidak m wakili suatu organisasi atau 

lembaga. 

(4) TP PKK Kelurahan sebag ana dimaksud pada ayat (1) 

dapat membentuk PKK berdasarkan 

kewilayahan atau kegiatan yang terdiri dari : 

a. kelompok PKK RW; 

b.kelompok PKK RT; dan 

c. kelompok dasa wisma. 

(5) Untuk mendukung pelaks aan program Gerakan PKK di 
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sebagaimana dimaksud 
mempunyai fungsi: 
a. sebagai unsur pemban TP PKK dan Kelompok PKK di 

atasnya dalam mel sanakan program PKK di 

melaksanakan tugas 
Pasal 23 ayat (3) 

dalam 
dalam 

· unsur pembantu TP PKK I 

dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana diF 
mempunyai fungsi seba 
Kelurahan atau TP 
program PKK di wilayahny 

(3) Kelompok dasa wisma 

b. fasilitator, perencan~, p laksana, pengendali, pembina 
dan pembimbing Gerak PKK. 

(2) Kelompok PKK RW dan RT dalam melaksanakan 
dalam Pasal 23 ayat (2) 

penggerak masyarakat agar 
akan program PKK; dan 

a. penyuluh, motivator d 
mau dan mampu melak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
mempunyai fungsi: 

( 1) TP PKK Kelurahan melaksanakan tugas 

24 

warga; 

b. melakukan fasilitasi dan penggerakan anggota 

kelompoknya dalam kegi tan PKK; dan 

c. melakukan pelaporan h il kegiatan. 

g. berpartisipasi dalam pel sanaan program instansi yang 

berkaitan dengan kesej teraan keluarga di Kelurahan; 

h. membuat laporan has 1 kegiatan kepada TP PKK 

Kecamatan dengan temb san kepada ketua pembina TP 

PKK Kelurahan; 

i. melaksanakan tertib ad 

j. mengadakan konsultasi engan ketua pembina TP PKK 

Kelurahan. 

(2) Kelompok PKK RW dan PK RT mempunyai tugas: 

a. meneruskan/ menyamp kan kebijakan, program 

dan/ atau kegiatan TP P K Kelurahan; dan 

b. mengkoordinasikan d membimbing pelaksanaan 

kegiatan PKK di wilayah ya masing-masing. 

(3) Kelompok dasa wisma me punyai tugas : 

a. melakukan pencatatan data keluarga dan kegiatan 
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(1) Ketentuan pengurus Kelurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 yat (1) sebagai berikut: 

a. ketua pembina adalah 

b. ketua TP PKK adalah ist ri/suami Lurah; 

dasa wisma terdiri dari: 

a.ketua; 

b. sekretaris; 

c. bendahara; dan 

d.anggota. 

(3) Masa bakti pengurus TP KK Kelurahan, Kelompok PKK 

RW I PKK RT dan dasa · sma adalah 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tanggal dit tapkan. 

(4) Pengurus TP PKK sebag ana dimaksud pada ayat (1) 

dapat menjabat paling b yak 2 (dua) kali masa jabatan 

secara berturut-turut a u tidak secara berturut-turut 

pada posisi yang sama. 

(5) Pengurus TP PKK Kelurah I Kelompok PKK RW, PKK RT 

dan dasa wisma dilar g merangkap jabatan pada 

Lembaga Kemasyaraka lainnya dan dilarang menjadi 

anggota salah satu partai 

ok PKK RW dan PKK RT dan 

( 1) Susunan pengurus TP P Kelurahan terdiri dari: 

a. ketua Pembina; 

b.ketua; 

c. sekretaris; 

d. bendahara; 

e. ketua kelompok kerja; d 

f. anggota. 

(2) Susunan pengurus 

25 

Pen 

lingkungannya;dan 

b. sebagai penggerak dan embimbing warga masyarakat 

dalam kegiatan program 



I I 

I I 
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dan dasa wisma berhenti k 

Lurah; a. berakhlrnya masa jaba 
b. 

c. meninggal dunia. 
(2) Pengurus TP PKK Kelurah , kelompok PKK RW, PKK RT 

(1) Ketua TP PKK berhenti kar na: 

28 

Apabila Lurah tidak dijabat oleh seorang 
perempuan, maka bina dapat menunjuk suami 
Lurah atau istri pejabat elurahan yang ditunjuk dan 
diusulkan kepada ketua TP P Kecamatan untuk ditetapkan 
dan dilantik sebagai ketua TP KK Kelurahan. 

· sma setempat. 
se bagaimana dimaksud pada 
keputusan Lurah selaku ketua 

anggota Kelompok dasa 
(5) Pengurus Kelompok P 

ayat (4) ditetapkan deng 
pembina TP PKK Kelurah 

setempat; dan , 1 

c. pengurus Kelompok da a wisma dipilih dari dan oleh 

RT dipilih dari dan oleh 
anggota Kelompok PKK 

b. pengurus Kelompok P 

RW dipilih dari dan oleh 

(4) Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (2) disus atas dasar pemilihan dengan 
ketentuan sebagai berikut 
a. pengurus Kelompok P 

hkan oleh Lurah selaku ketua 

pembina TP PKK. 1 1 

(3) Anggota TP PKK ditetapk dan dilantik oleh Lurah atas 

c. anggota TP PKK Kelur 

perempuan, bersifat 

mewakili orgamsasi, 

lembaga/ instansi yang 

dan ditetapkan oleh L 

PKK. 

(2) Ketua TP PKK Kelurahan itetapkan dan dilantik oleh TP 

an terdiri dari laki-laki atau 

erorangan, sukarela, tidak 

golongan dan 

Ketua TP PKK 

ah selaku ketua pembina TP 
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Negara Kesatuan Repub · Indonesia; 
c. peningkatan dan percepatan pelayanan 

pemerintah kepada mas arakat; 

persatuan dan 
memperkokoh 

aspirasi masyarakat a. penampungan dan pe 
dalam pernbangunan; 

b. penanaman dan pem 
kesatuan masyarakat 

( 1} LPMK mempunyai menyusun rencana 

pembangunan secara parti ipatif, menggerakkan swadaya 

go tong royong melaksanakan dan 

mengendalikan pemban 

(2) LPMK dalam melaksanak tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai f 

Bagian Kedua 

Tugas dan gsi LPMK 

(1) LPMK sebagaimana climaks d dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 

d sebagai mitra Kelurahan dalam 

merencanakan, an dan mengendalikan 

pembangunan di Kelurahan. 

(2) Pembentukan LPMK dil an secara musyawarah oleh 

pengurus RT, pengurus , Lembaga Kemasyarakatan 

lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di 

Kelurahan dan difasilitasi ol h Lurah. 

(3) Hasil musyawarah pemben an LPMK dituangkan dalam 

berita acara disertai daftar h dir, disahkan oleh Lurah. 

a. mengundurkan diri; 

b. berakhirnya masa bakti T PKK Kelurahan; 

c. melanggar larangan bagi 

d. meninggal dunia. 
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dapat menjabat paling b yak 2 (dua) kali masa jabatan 
secara berturut-turut a tidak secara berturut-turut 
pada posisi yang sama. 

(5) Pengurus merangkap jabatan sebagai 
perangkat Kelurahan, Le baga Kemasyarakatan lainnya 
dan dilarang menjadi angg ta salah satu partai politik. 

pada ayat (1) 

masyarakat; 
d. bidang lingkungan hidu 
e. bidang ekonomi dan pe 
f. bidang kesehatan; dan/ 
g. bidang pemuda dan olah raga. 

(3) Masa bakti penguruJ MK adalah 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tanggal <lit tapkan. 

(4) Pengurus LPMK se bag · 

( 1) Susunan pengurus LPMK rdiri dari : 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. bidang sesuai dengan ke 

(2) Bidang-bidang sebagaim dimaksud pada ayat (1) huruf 
d an tara lain : 
a. bidang agama dan kesej teraan rakyat; 
b. bidang keamanan, keten aman dan ketertiban; 
c. bidang pendidikan, inforrnasi dan komunikasi 

I 

31 

Pen 

sumber daya alam sert keserasian lingkungan hidup. 

partisipasi serta 

dan 

f. penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi 

dan penggerak prakarsa, 

a gotong royong masyarakat; 

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan 

pengembangan hasil- asil pembangunan secara 

partisipatif; 

e. penumbuhkembangan 



21 

(1) Pengurus LPMK berhak m nyampaikan saran-saran dan 
pertimbangan kepada L ah mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan ke ancaran pelaksanaan tugas 

dan kemasyarakatan. 
(2) Pengurus LPMK mempu kewajiban melaksanakan 

tugas pokok melaksanakan keputusan 
musyawarah, kerukunan warga dan 
menyampaikan laporan pe ggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

(1) Pemilihan pengurus dilaksanakan oleh panitia 
pemilihan yang ditetapkan engan keputusan Lurah. 

(2) Panitia pemilihan tersebut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah basil musy warah Lurah setempat dengan 
pengurus RT, penguru RW, pengurus Lembaga 
Kemasyarakatan lainnya se ta tokoh-tokoh masyarakat. 

(3) Panitia pemilihan menetap an tata cara pemilihan ketua 
LPMK. 

(4) Ketua LPMK terpilih ditetap an dengan keputusan Lurah. 

Pertama atau sederajat; 

c. berumur paling rendah 21 (d a puluh satu) tahun; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa; 

f. penduduk Kelurahan se e at yang dibuktikan dengan 
Kartu Tanda Penduduk dan/ tau Kartu Keluarga; 

g. bersedia dipilih menjadi pen s LPMK; dan 
h. bukan sebagai Lurah, p rangkat dan/ atau pegawai 

Kelurahan setempat. 

Sekolah Lanjutan Tingkat b. berpendidikan paling rend 

Yang dapat dipilih menjadi pen rus LPMK adalah penduduk 

Kelurahan setempat dengan sy at-syarat sebagai berikut: 

a. setia dan taat kepada P~ca · a dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945; 

Pas 
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memilih pengurus, 

skan program kerja serta 

ngjawaban. 

berdasarkan kesepakatan 

(3) Musyawarah 

menetapkan 

menyusun laporan pertan 

musyawarah ditetapkan 

(1) Musyawarah LPMK an wadah perrnusyawaratan 

dan permufakatan tertinggi 

(2) Tata cara pelaksana 

(1) Pengurus LPMK yang ber enti sebelum berakhir masa 

baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar 

waktu. 

(2) Masa bakti bagi pengurus engganti antar waktu adalah 

sisa waktu yang belum dil sanakan oleh pengurus yang 

berhenti. 
(3) Penggantian pengurus waktu dilaksanakan dalam 

rapat pengurus LPMK an ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

Pengurus LPMK berhenti atau d berhentikan oleh Lurah 

karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; 

c. pindah tempat tinggal; 

d. berakhir masa baktinya; ata 

e. sebab-sebab lain yang be entangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-un~an an. 

Pa al 35 
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( 1) Karang Taruna mempuny · tugas menanggulangi berbagai 
masalah kesejahteraan s sial terutama yang dihadapi 
generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, 
maupun pengembangan potensi generasi muda di 

lingkungannya. 
(2) Karang Taruna dalam mel sanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) me punyai fungsi: 
a. penyelenggara usaha kes jahteraan sosial; 
b. penyelenggara pendi dan pelatihan bagi 

masyarakat; 
c. penyelenggara masyarakat terutama 

generasi muda di ling gannya secara komprehensif, 
terpadu dan terarah se berkesina.rnbungan; 

d. penyelenggara kegiatan engembangan kewirausahaan 
bagi generasi muda di 

39 

Bagian Kedua 
Togas dan Fung i Karang Taruna 

musyawarah oleh muda, lembaga 
kemasyarakatan lainnya, masyarakat 
yang ada di Kelurahan dan · asilitasi oleh Lurah. 

(3) Hasil musyawarah Karang Taruna 
dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, 

disahkan oleh Lurah. 
(4) Karang Taruna sebagaim a dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan kewilayahan a u kegiatan dapat membentuk 
Karang Taruna RT/ RW. 

dengan keputusan Lurah. 
dilakukan secara 

masyarakat yang ditetapk 
(2) Pembentukan Karang 

(1) Karang Taruna sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf e dibentuk di elurahan sesuai kebutuhan 

B 
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Keanggotaan Karang enganut sistem stelsel pasif 
yang berarti seluruh gener i muda dalam lingkungan 
Kelurahan yang berusia 13 (tig belas) tahun sampai dengan 
45 (empat puluh lima) tahun selanjutnya disebut sebagai 
warga Karang Taruna, yang mpunyai hak dan kewajiban 
yang sama tanpa membedak asal keturunan, golongan, 
suku dan budaya, jerus kedudukan sosial, 
pendidikan, politik dan agama. 

gTaruna 

sosial, baik secara 

remaja dalam rangka 
enyalahgunaan obat terlarang pencegahan kenakalan, 

(narkoba) bagi remaja; d 
1. penanggulangan masal 

preventif, dan rehabilita · 

a pencegahan permasalahan 

rekreatif, kreatif, eduk · , ekonomis produktif dan 
kegiatan praktis dengan mendayagunakan 
segala sumber dan po nsi kesejahteraan sosial di 
lingkungannya secara sw 

h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi 
sosial bagi penyandani m salah kesejahteraan sosial; 

i. penguatan sistem jarin an komunikasi, kerjasama, 
informasi dan dengan berbagai sektor 
lainnya; 

j. penyelenggara usaha-us 
sosial yang aktual; 

k. pengembangan 

Indonesia; 
enerasi muda untuk dapat 
g jawab sosial yang bersifat 

gaan, kesetiakawanan sosial 
dalam bingkai 

kebersamaan, jiwa kekel 
dan memperkuat nilai 
Negara Kesatuan Repub · 

g. pemupukan kreativitas 
mengembangkan tan 

e. penanaman pengertian, emupuk dan meningkatkan 

kesadaran tanggung jawa sosial generasi muda; 

f. penumbuhan dan pengembangan semangat 
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Yang dapat dipilih menjadi ngurus Karang Taruna adalah 
penduduk Kelurahan setemp t dengan syarat-syarat sebagai 

berikut: 11 

a. setia dan taat kepada Pane sila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia ahun 1945; 

pada Lembaga Kemasy akatan lainnya dan dilarang 
menjadi anggota salah sa partai politik. 

jabatan secara berturut 
turut pada posisi yangs 

t atau tidak secara berturut- ii 

dilarang merangkap jabatan (6) 

( 1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari : 

a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. bidang-bidang sesuai ke utuhan. 

(2) dimaksud pada ayat (1) huruf 

d an tara lain : 
a. bidang pendidikan dan p latihan; 
b. bidang usaha kesejahter 
c. bidang kelompok usaha 
d. bidang kerohanian dan 
e. bidang olah raga dan se i budaya; 
f. bidang lingkungan hidu 
g. bidang hubungan masy 
h. bidang kerja sama kemi 

(3) Pengurus Karang RT/ RW menyesuaikan 
sebagaimana dimaksud p da ayat (1) dan ayat (2) sesuai 

kebutuhan. 
(4) Masa bakti pengurus Kar g Taruna adalah 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tanggal dit tapkan. 
(5) Pengurus Karang Tarun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat menjabat ing banyak 2 (dua) kali masa 

angTaruna 

Bagian 

41 
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(1) Pengurus Karang menyampaikan saran- 
saran dan pertimbangan k pada Lurah mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas 
usaha kesejahteraan osial, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 
(2) Pengurus Karang T mempunyai kewajiban 

melaksanakan tugas poko dan fungsinya, melaksanakan 
keputusan musyawarah, embina kerukunan warga dan 
menyampaikan laporan pe tanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

anggota Karang Taruna s empat ditetapkan oleh ketua 
Karang Taruna Kelurahan d diketahui oleh Lurah. 

T / RW dipilih dari dan oleh 

( 1) Calon pengurus Karang aruna adalah dari anggota 

Karang Taruna. 
(2) Pemilihan pengurus g Taruna dilakukan secara 

musyawarah dan mukafat oleh anggota Karang Taruna 
dalam rapat khusus pemili an pengurus Karang Taruna 
yang dipimpin oleh Lurah. 

(3) Nama-nama calon penguru Karang Taruna yang terpilih 
dalam rapat sebagaiman dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan sebagai pen s Karang Taruna dengan 

keputusan Lurah. 
( 4) Pen gurus Karang 

b. berpendidikan paling rendah LTP atau sederajat; 

c. berumur paling rendah 17 ( juh belas) tahun dan paling 
tinggi 45 (empat puluh lima) un; 

d. sehat jasmani dan rohani; 
e. berkelakuan baik, jujur, adil, erdas dan berwi.bawa; 
f. penduduk Kelurahan setem at yang dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk dan/ tau Kartu Keluarga; dan 
g. bersedia dipilih menjadi pen rus Karang Taruna. 
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paling sedikit 1 (satu) kali d 
(4) Musyawarah Karang Taru a Kelurahan berfungsi untuk 

memilih pengurus Karan Taruna, merumuskan dan 
menetapkan program kerja arang Taruna serta menerima 

a Kelurahan dilaksanakan 

(1) Musyawarah Karang a merupakan wadah 
pennusyawaratan dan p mufakatan tertinggi dalam 
pengambilan keputusan a Karang Taruna Kelurahan 
yang diwakili oleh penguru kelompok Karang Taruna RT, 
pengurus kelompok Karan Taruna RW dan pengurus 
Karang Taruna Kelurahan. 

(2) Tatacara pelaksanaan mu yawarah anggota ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan 

(3) Musyawarah Karang T 

Musyawarah 

an ditetapkan berdasarkan rapat Karang Taruna 
kesepakatan. 

(1) Pengurus Karang Taruna y g berhenti sebelum berakhir 
masa baktinya dapat di akan penggantian pengurus 

antar waktu. 
(2) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah 

sisa waktu yang belum dil sanakan oleh pengurus yang 

berhenti. 
(3) Penggantian pengurus an waktu dilaksanakan dalam 

Pas 

a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. pindah tempat tinggal; 
d. berakhirnya masa baktinya; 
e. sebab-sebab lain yang be entangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undan an. 

Pengurus Karang Taruna ber enti atau diberhentikan oleh 

Lurah karena : 

45 
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kesehatan dasar, berkaitan dengan 

penurunan angka kema · an ibu, angka kematian bayi, 

dan angka kematian bali a; dan 

angka kematian balita; 

mendekatkan pelayanan 

rangka mempercepat pe 

angka kematian bayi, d 

b. sebagai wadah 

ibu, 

(1) Posyandu mempunyai tu as membantu Lurah dalam 

penyelenggaraan urusan p layanan sosial dasar di bidang 

kesehatan. 

(2) Posyandu dalam tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) me punyai fungsi : 

a. se bagai wadah pemberd yaan masyarakat dalam alih 

informasi dan ketram ilan dari petugas kepada 

sesama masyarakat dalam 

49 

Bagian Kedua 

Togas dan gsi Posyandu 

(1) Pembentukan Posyandu s bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf f administrasi ditetapkan 

oleh Lurah atas usul masy 

(2) Setiap lingkungan terdiri dari paling sedikit 1 

(satu) Posyandu. 

(3) Pembentukan Posyandu se agaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa pembe tukan Posyandu barn atau 

pemekaran dari 1 (satu) Posyandu menjadi 2 (dua) 

Posyandu atau lebih pada 1 (satu) lingkungan atau RW. 

II 

dan mengesahkan pertan 

Taruna Kelurahan. 

gjawaban pengurus Karang 
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Yang dapat dipilih menjadi p ngurus Posyandu adalah warga 
Kelurahan setempat dengan s arat-syarat sebagai berikut: 
a.setia dan taat kepada Pane sila dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945; 
b.dapat membaca dan menuli huruf latin; 
c.sehatjasmani dan rohani; 
d.berumur paling rendah 21 ( ua puluh satu) tahun dan/atau 

telah menikah; 
e.berkelakuan baik, jujur, adi, cerdas dan berwibawa; dan 
f.syarat-syarat lain yang di entukan oleh hasil keputusan 

musyawarah. 
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terhitung sejak tanggal dit tapkan. 
(3) Pengurus Posyandu seba imana dimaksud pada ayat (1) 

dapat menjabat paling b yak 2 (dua) kali masa jabatan 
secara berturut-turut a u tidak secara berturut-turut 

pada posisi yang sama. 
(4) Pengurus Posyandu dil ang merangkap jabatan pada 

Lembaga Kemasyaraka lainnya dan dilarang menjadi 

anggota salah satu partai olitik. 

( 1) Susunan Pengurus Posy 
a.ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d.anggota. 

(2) Masa bakti pengurus Po yandu adalah 5 (lima) tahun 

u terdiri dari : 

50 

pelayanan kesehatan an keluarga berencana yang 

dikelola dan diselen arakan untuk dan oleh 

masyarakat dengan teknis dari petugas 

kesehatan. 

c. sebagai pusat kegiata masyarakat dalam upaya 
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Pengurus Posyandu berhen · a au diberhentikan oleh Lurah 

karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. pindah tempat tinggal; 
d. berakhir masa baktinya; a 
e. sebab-sebab lain yang b rtentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-und gan. 

(1) Pengurus Posyandu te sebelum melaksanakan 
tugasnya perlu diberikan orientasi dan pelatihan oleh 
kelompok kerja operasional Posyandu tingkat Kecamatan. 

(2) Pengurus Posyandu berh menyampaikan saran-saran 
dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan ke ancaran pelaksanaan tugas 
pelayanan sosial dasar bid g kesehatan. 

(3) Pengurus Posyandu memp yai kewajiban melaksanakan 
5 (lima) kegiatan utama osyandu yaitu kartu identitas 
anak, keluarga a, imunisasi, gizi, dan 
penanggulangan diare meyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pelak anaan tugas. 

53 

(1) Pemilihan pengurus Posy panitia 

pemilihan yang ditetapkan ngan keputusan Lurah. 

(2) Panitia Pemilihan tersebu pada ayat (1) adalah hasil 

musyawarah Lurah setemp t dengan petugas Puskesmas, 

pengurus Lembaga Kemas akatan lainnya serta tokoh 

tokoh masyarakat. 
(3) Panitia pemilihan menetrap an tat.a cara pemilihan ketua 

Posyandu. 
(4) Ketua Posyandu terpilih itetapkan dengan keputusan 

Lurah. 



31 

Kop surat, bentuk ukuran ste pel dan papan nama Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan ebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) sebagaim a tercantum pada La.mpiran 

Peraturan Bupati ini. 

57 

x 
KOP SURAT, STEMP L DAN PAPAN NAMA 

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam asal 2 ayat (2) adalah sebagai 

berikut: 
a. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

dengan Kelurahan bersifat k nsultatif dan koordinatif; 
b. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

dengan Lembaga di kelurahan 

bersifat koordinatif dan kons ltatif; dan 
c. hubungan kerja Lembaga K masyakatan Kelurahan dengan 

pihak ketiga di kelurahan be sifat kemitraan. 

Pas 

BA 

(1) Pengurus Posyandu yang b rhenti sebelum berakhir masa 

baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar 

waktu. 
(2) Masa bakti bagi pengurus engganti antar waktu adalah 

sisa waktu yang belum dil sanakan oleh pengurus yang 

berhenti. 
(3) Penggantian pengurus an waktu dilaksanakan dalam 

rapat Posyandu dan ditetap berdasarkan kesepakatan. 
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(1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang telah ada tetap 

dapat melaksanakan dan fungsinya sampai 

terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Bupa · ini. 

(2) Pengurus Lembaga Kemas arakatan Kelurahan yang sudah 

ada pada saat berlakun a Peraturan Bupati ini tetap 

menjalankan tugasnya pai dengan masa baktinya 

berakhir dan dihitung ~el menjalankan 1 (satu) kali masa 

bakti. 

Pa al 60 

KETENTUA PERALIHAN 

(1) Pemerintah Daerah, Cama dan Lurah wajib membina dan 

mengawasi Lembaga Kema yarakatan Kelurahan. 

(2) Pemerintah Daerah, at dan Lurah melakukan 

penguatan Lembaga Kem syarakatan Kelurahan dehgan 

melibatkannya dalam kegi pemberdayaan masyarf t. 

porkan secara berkala ke~ada 

tu forum rapat Lembaga masyarakat dalam 

Kemasyarakatan Kelurah 

tidak mengikat. 

diperoleh sebagaimana 

· administrasikan secara tertib 

"tab Pr1• Pemenn ovmsi, c. bantuan dari 

Pemerintah daerah; dan 

d. bantuan lain yang sah d 

(2) Pengelolaan keuangan 

dimaksud pada ayat ( 1) 

(1) Pendanaan Lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ay t (2) dapat bersumber dari : 

a. swadaya masyarakat; 

b. bantuan dari anggaran 

GELOLAAN DANA 
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ONOGIRI, 

Diundangkan di Wonogiri . 

pada tanggal 

SEKRETAR 

TOPO 

TI WONOGIRII 

itetapkan di Wonogiri 

2019 

Agar setiap orang me etahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bup ti ini dengan penempatanbya 

dalam Berita Daerah Kabupate Wonogiri. 

berlaku pada tanggal Peraturan Bupati 1n1 m 

diundangkan. 

62 

Pada saat Peraturan Bupati ini ulai berlaku maka Peraturan 

Bupati Wonogiri N omor 62 T un 2012 ten tang Pedoman 

Pembentukan Lembaga Kema yarakatan Kelurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Wonogiri T un 2012 Nomor 338) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa 61 

KETENTUA 
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3. Kop Surat TP PKK 
Ketentuan: 
- Kop surat TP PKK untuk sambutan d keputusan, dengan logo atau 

gambar lambang PKK berada di ten ah bagian atas (sebagairnana 
contoh 1). 

- Kop surat TP PKK digunakan untuk s at keluar, berita acara serah 
terima dan keperluan administrasi 1 · nya dengan logo atau gambar 

RW01 
KELURAHAN WONOKARTO KEC MATAN WONOGIRI 

KABUPATEN WO GIRi 
Sekretariat JI. Sadewo Ill No. 1 Wonokarto 57612 

Contoh: 

2. Kop Surat RW : 
Ketentuan: 
- Kop Surat RW memuat sebutan nama RW yang bersangkutan, nama 

Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten onogiri, Sekretariat (di rumah 
ketua RW atau pengurus) Kode Pos; 

- Kop Surat RW digunakan untuk surat u keperluan administrasi lain 
yang ditandatangani oleh Ketua RT dan u pejabat lain yang ditunjuk. 

I 
I 

I 
RT 04 RWO 

KELURAHAN WONOKARTO KEC MATAN WONOGIRI 
KABUPATEN WON GIRi 

Sekretariat JI. Sadewo IV No. 1 Wonokarto 57612 

Contoh: 

1. Kop Surat RT : 
Ketentuan: 
- Kop Surat RT memuat sebutan p a RT dan nama RW yang 

bersangkutan, nama Kelurahan, Kecam tan dan Kabupaten Wonogiri, 
Sekretariat (di rumah ketua RT atau pen rus) Kode Pos; 

- Kop Surat RT digunakan untuk surat a u keperluan administrasi lain 
yang ditandatangani oleh Ketua RT dan/ tau pejabat lain yang ditunjuk. 

A. KOP SURAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

KOP SURAT, STEMPEL DAN AN NAMA 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

N 
RAN BUPATI WONOGIRI 

35 Tdhun 2019 
G 

AN PEMBENTUKAN LEMBAGA 
ARAKATAN KELURAHAN 

LAMPI 
PERAT 
NOMO 
TENT 
PEDO 
KEMA 
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LEMBAGA PEMBERDAYAAN M SYARAKAT 
KELURAHAN WONOKA TO 

Contoh 1: 

4. Kop Surat LPMK : 
Ketentuan: 
- Kop surat LPMK untuk sambutan dan keputusan, dengan logo atau 

gambar lambang LPM berada di ten ah bagian atas, sebagaimana 
contoh 1. 
Kop surat LPMK digunakan untuk s at keluar, berita acara serah 
terima dan keperluan administrasi lai nya dengan logo atau gambar 
Lambang LPM berada di sebelah kiri s rta dicanturnkan alamat LPMK 
setempat di sebelah kanan lambang, seb gaimana contoh 2. 
Logo atau gambar lambang LPM untuk k p surat berwarna hitam. 

PEMBERDAYAAN DAN KESE AHTERAAN KELUARGA 
PKK 

TIM PENGGERAK KELU HAN WONOKARTO 
JI. Yudistiro IV No. 19 Wono rto Telp. (0273) 322144 

WONOGIRI 57612 

Contoh 2: 

PEMBERDAY AAN DAN KESEJAHTE 
PKK 

TIM PENGGERAK KELURAHAN 

N KELUARGA 

Contoh 1: 

lambang PKK berada di sebelah kiri se dicantumkan alamat TP PKK 
setempat di sebelah kanan lambang (seb aimana contoh 2). 

- Logo atau gambar lambang PKK dalam k surat berwarna hitam. 
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butan dan keputusan, dengan 
erada di tengah bagian atas, 

6. Kop Surat Posyandu: 
Ketentuan: 
- Kop surat Posyandu digunakan untuk s 

logo atau gambar lambang Posyandu 
sebagaimana contoh 1. 

KARANG TARUNA TUNA KRIDA MANUNGGAL 
KELURAHAN ONOKARTO 

JI. Yudistiro IV No. 19 Won karto Telp. (0273) 322144 
WONOGI 157612 

Contoh 2: 

KARANG TARUNA TUNAS KRID 
KELURAHAN WONO 

Contoh 1: 

5. Kop Surat Karang Taruna : 
Ketentuan: 
- Kop surat Karang Taruna digunakan tuk sambutan dan keputusan, 

dengan logo atau gambar lambang K ang Taruna berada di tengah 
bagian atas,sebagaimana contoh 1. 
Kop surat Karang Tarunadigunakan u tuksurat keluar, berita acara 
serah terima dan keperluan adminis asi lainnya dengan logo atau 
gambar lambang Karang Taruna b rada di sebelah kiri serta 
dicantumkan ala.mat Karang Taruna seternpat di sebelah kanan 
lambang, sebagaimana contoh 2. 
Logo atau gambar lambang Karang T a untuk kop surat berwarna 
hi tam. 

LEMBAGA PEMBERDA Y N MASYARAKA T 
KELURAHAN W NOKARTO 

JI. Yudistiro IV No. 19 Wono rto Telp. (0273) 322144 
WONOGIRI 57612 

Contoh 2: 
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5cm 

3,6 cm 

adalah se bagai berikut : - Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel 

Ketentuan: 

1. Stempel RT : 

B. STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

I 
- Stempel RT dan RW berbentuk oval. I 
- Stempel RT berisi nama RT dan RW, n a Kelurahan, nama Kecamatan 

dan nama Kabupaten. 
- Stempel RT dan RW diletakkan pada ba ian kiri dari tanda tangan Ketua 

RT atau pejabat. 

POS PELAYANAN TERPADU ANGGIS Ill 
KELURAHAN WONOKA TO 

WonokartoRT 02 RW II 
WONOGIRI 57612 

Contoh 

- Kop surat Posyandu digunakan untuk urat keluar, berita acara serah 
terima dan keperluan administrasi lainn a. 
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4. Stempel LPMK: 
Ketentuan: 
- Stempel LPMK berbentuk bulat. 
- Stempel LPMK berisi Logo LPM, nama Ke 
- Stempel LPMK diletakkan pada bagian tanda tangan Ketua 

LPMK atau pengurus. 
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel MK adalah sebagai berikut: 

3,5 cm 2cm 

3. Stempel TP PKK : 
Ketentuan: 
- Stempel TP PKK berbentuk bulat. 
- Stempel TP PKK berisi Tim Penggerak P mberdayan dan Kesejahteraan 

Keluarga dan PKK, nama Kelurahan, n a Kecamatan. 
- Stempel TP PKK diletakkan pada bagian · · dari tanda tangan Ketua TP 

PKK, ketua kelompok TP PKK atau pen s. 
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel T PKK adalah sebagai berikut: 

Scm 
3,6 cm 

2cm 3,3 cm 

2. Stempel RW : 
Ketentuan: 
- Stempel RW berbentuk oval. 
- Stempel RW berisi nama RW, ahan, nama Kecamatan dan 

nama Kabupaten. 
Stempel RW diletakkan pada bagian dari tanda tangan Ketua RW 
atau pejabat. 

- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel R adalah sebagai berikut: 
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cm 2 c 3,3 cm 

6. Stempel Posyandu: 
Ketentuan: 
- Stempel Posyandu berbentuk oval 
- Stempel Posyandu berisi nama Posy du, nama Lingkungan, nama 

Kelurahan, dan nama Kecamatan. 
- Stempel Posyandu diletakkan pada bagi kiri dari tanda tangan Ketua 

Posyandu atau pengurus. 
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel osyandu adalah sebagai berikut 

2,7 cm 4 cm 

5. Stempel Karang Taruna : 
Ketentuan: 
- Stempel Karang Taruna berbentuk bulat. 
- Stempel Karang Taruna berisi Logo Kar g Taruna,nama Karang Taruna 

dan nama Kelurahan. 
- Stempel Karang Taruna diletakkan pad bagian kiri dari tanda tangan 

Ketua Karang Taruna atau pengurus. 
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel Karang Taruna adalah sebagai 

berikut: 

2,7 cm 4 cm 
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3. Papan nama TP PKK 
Ketentuan: 
- Papan narna TP PKK berbentuk persegi panjang 120 cm x 50 crn.berisi 

lambang PKK, narna TP PKK, nama kel an dan alamat sekretariat. 
- Papan nama dimiliki oleh TP PKK Kelur an dan di tempatkan di depan 

kantor / tern pat kegiatan Sekretariat TP P 
- Contoh bentuk papan nama TP PKK Kel rahan sebagai berikut: 

KELURAHAN WONOKARTO 

KETUA 
RW01 

2. Papan narna RW : 
Ketentuan: 

Papan nama RW berbentuk empat pe egi panjang 60 cm x 40 cm 
(menyesuaikan tulisan)berisi Ketua, N RW yang bersangkutan dan 
Narna Kelurahan. 

- Papan Nama RW berwarna dasar puti dengan tulisan huruf balok 
berwarna hitam. 

- Papan Nama RW ditempatkan clidepan te pat tinggal Ketua RW. 
- Contoh bentuk papan nama RW sebagai rikut: 

KELURAHAN WONOKARTO 

KETUA 
RT 04 RW 01 

pat tinggal Ketua RT. 
t : 

dengan tulisan huruf balok 

1. Papan Nama RT: 
Ketentuan: 
- Papan nama RT berbentuk empat perse 

(menyesuaikan tulisan) Ketua, narna 
bersangkutan serta Nama Kelurahan. 

- Papan Nama RT berwarna dasar pu · 
berwarna hitarn. 

- Papan Nama RT clitempatkan didepan te 
Contoh bentukpapan narna RT sebagai b 

C. PAPAN NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN : 

panjang berisi 60 cm x 40 cm 
RT dan Narna RW yang 
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Sekr tariat : 
JI. Yudistiro IV No. 19 Wo okarto Telp. (0273) 322144 

WONO IRI 57612 

I 
KARANG TARUNA RIDA MANUNGGAL 

KELURAHAN WONOKARTO 

Kelurahan dan di tempatkan di 
t Karang Taruna. 
a se bagai berikut : 

- Papan nama Karang Taruna berbentuk ersegi panjang 180 cm x 75 cm 
berisi lambang Karang Taruna, nama K ang Taruna, nama kelurahan 
dan alamat sekretariat. 

- Papan nama dimiliki oleh Karang Tarun 
depan kantor / tempat kegiatan Sekretari 

- Contoh bentuk papan nama Karang T 

5. Papan nama Karang Taruna : 
Ketentuan: 

Sekret riat : 
JI. Yudistiro IV No. 19 Won arto Telp. (0273) 322144 

WONOGI I 57612 

AAN MASYARAKA T 
) 

I 

LEMBAGA PEMBERD 
(LP 

KELURAHAN 

4. Papan nama LPMK : 
Ketentuan: 

Papan nama LPMK berbentuk persegi p jang 180 cm x 75 cm berisi 
lambang LPM, nama kelurahan dan alam t sekretariat. 

- Papan nama dimiliki oleh LPM Kelurah dan di tempatkan di depan 
kantor/tempat kegiatan Sekretariat LPM . 

- Contoh bentuk papan nama LPMK sebag · berikut: 

Sekretari t : 
JI. Yudistiro IV No. 19 Wonok rto Telp. (0273) 322144 

WONOGIRI 7612 

PEMBERDAYAAN DAN KESE HTERAAN KELUARGA 
(PKK) 

TIM PENGGERAK KELUR HAN WONOKARTO 
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/ 
/ 

:f?UPATI WONOGIRI\ 

Sekretariat : 
JI. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto T 02 RW Ill 

WONOGIRI 57612 

POS PELAYANAN TERPADU MANGGIS Ill 
LINGKUNGAN WONOKA O TIMUR 

KELURAHAN WONO RTO 

6. Papan nama Posyandu : 
Ketentuan: 
- Papan nama Posyandu berbentuk perseg panjang 120 cm x 50 cm berisi 

nama Posyandu, nama Lingkungan, a.ma Kelurahan dan ala.mat 
sek.retariat. 

- Papan nama dimiliki olehPosyandu dan di tempatkan di depan tempat 
kegiatan Posyandu. I 

- Contoh bentuk papan nama Posyandu s agai berikut: 


